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GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi

pelaksanaan

pemerintahan daerah untuk meningkatkan pelayanan

kepada masyarakat, maka dilakukan evaluasi terhadap

perangkat daerah;

b. bahwa sesuai Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan

Pengendalian Penataan Perangkat Daerah, khususnya

huruf C tentang Evaluasi Perangkat Daerah, menegaskan
bahwa evaluasi perangkat daerah dilakukan 2 (dua) tahun
setelah pemerintah daerah melakukan penataan struktur

perangkat daerah;

c. bahwa dengan adanya perubahan regulasi di tingkat pusat

serta berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud

pada huruf a, maka Perangkat Daerah sebagaimana diatur

dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Provinsi Nusa

Tenggara

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2

Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu disesuaikan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;



Mengingat

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5475);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi

Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6354);



7. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan
Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);

8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 Nomor 009,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur Nomor 0082) sebagaimana telah diubah terakhir
dengan dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun
2021 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi

Nusa Tenggara Timur Nomor 0117);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan . PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR.

Pasal 1

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor
9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016
Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor
0082) sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0117), diubah
sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 huruf d angka 2 (dua), angka 6 (enam), angka 7 (tujuh), dan
angka 20 (dua puluh) diubah dan ditambahkan 2 (dua) angka yaitu angka 21
(dua puluh satu) dan angka 22 (dua puluh dua), dan huruf e angka 1 (satu)
diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:



Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan
sebagai berikut :

a. Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan Sekretariat
Daerah Tipe A;

Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan Sekretariat DPRD
Tipe B;

Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan Inspektorat
Daerah Tipe A;

Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdiri dari :

b.

i P

10.

11.

12

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang
kebudayaan;

Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
kesehatan;

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tipe A menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan
urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan
permukiman serta urusan pemerintahan bidang pertanahan;

Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta
perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran;

Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
sosial;

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe B menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga
berencana;

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan;
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tipe A menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan
bidang kehutanan;

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang perhubungan;

Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan
bidang statistik serta urusan pemerintahan bidang persandian;



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan
pelayanan terpadu satu pintu;

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe A menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang kearsipan dan urusan pemerintahan bidang
perpustakaan;

Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tipe A menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang pariwisata;

Dinas Peternakan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
pertanian sub urusan peternakan;

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan

~ pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang

20.

21.

22,

perdagangan,;

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tipe B menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral;

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan
sipil; dan

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Tipe B menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan
bidang transmigrasi.

e. Badan Daerah Provinsi terdiri dari:

i

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A
melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah, dan
fungsi penunjang penelitian dan pengembangan daerah meliputi
penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan
inovasi yang terintegrasi di daerah;

Badan Pendapatan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi
penunjang pendapatan dan aset daerah;

Badan Keuangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang
keuangan daerah;

Badan Kepegawaian Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang
kepegawaian daerah dan pembinaan KORPRI;

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tipe A
melaksanakan fungsi penunjang pendidikan dan pelatihan;

Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan fungsi penunjang
penanggulangan bencana daerah;

Badan Pengelola Perbatasan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi
penunjang pengelolaan perbatasan daerah; dan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan intensitas besar
melaksanakan fungsi penunjang kesatuan bangsa dan politik.



2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

(1) Selain Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6, terdapat Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi di bidang kesehatan
berupa Rumah Sakit Daerah Provinsi sebagai unit organisasi bersifat khusus

yang memberikan layanan secara profesional.

(2) Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) Rumah Sakit Daerah Provinsi memiliki otonomi dalam pengelolaan

keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian serta

menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Diundangkan di Kupang

pada tanggal 19 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI NUBA TENGG

KOSMAS D. LANA

TIMUR,

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 19 Desember 2023
PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

]
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR & TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI NUSA

TENGGARA TIMUR

UMUM
Bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan

peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka dilakukan evaluasi terbatas
terhadap implementasi Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2
Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Bahwa dari hasil evaluasi dimaksud, maka perangkat daerah sebagaimana
diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun
2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu disesuaikan dengan ketentuan Pasal
16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan serta Pasal 66 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 78
Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara mengakibatkan beban kerja Dinas Energi dan Sumber
Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Cabang Dinas Energi dan
Sumber Daya Mineral yang ada di wilayah Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara
Timur berkurang sehingga perlu dilakukan penataan kembali dengan
menurunkan Tipelogi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa
Tenggara Timur dari Tipe A ke Tipe B.

Berdasarkan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang
Percepatan Penurunan Stunting, Kepala BKKBN ditunjuk sebagai ketua
pelaksana penurunan stunting Tingkat Nasional, dan pada Pasal 20
menyebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan
stunting ditingkat Provinsi, Gubernur menetapkan Tim Percepatan Penurunan

Stunting Tingkat Provinsi. Menindaklanjuti Peraturan Presiden tersebut maka



II.

salah satu tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTT
adalah mengkoordinasikan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di
wilayah Provinsi NTT. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu
membentuk Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTT.

Jumlah koperasi, usaha kecil dan menengah sampai dengan tahun 2022
mengalami pertumbuhan positif dan kewenangan serta beban kerja urusan
koperasi, usaha kecil dan menengah sangat besar yang mencakup lintas
kabupaten/kota namun tidak maksimal karena hanya ditangani setingkat Bidang
yang ada di Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT. Hasil
perhitungan beban kerja urusan koperasi, usaha kecil dan menengah
memperoleh skor sebesar 910 masuk dalam kategori beban kerja besar, namun
dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ketersediaan
aparatur, maka Pemerintah Daerah dapat menurunkan tipe dari hasil pemetaan
dengan membentuk Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT,
Tipe B.

Sesuai skor hasil pemetaan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan
dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi dapat diwadahi dalam 1 (satu)
Dinas dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan
ketersediaan aparatur, maka Pemerintah Daerah dapat menurunkan tipe dari
hasil pemetaan dengan membentuk Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
Provinsi NTT, Tipe B.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

PASAL DEMI PASAL
Pasal |

Cukup jelas.
Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 0130



